
 

 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 50 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan 

Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

 

 

SALINAN 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234);  

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 

 



 

 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   5679);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor   4585) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

 



 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 99); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN  

2018. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang. 

 



 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Pati selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah.  

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit 

Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

9. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum 

Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah 

dokumen perencaaan dan penganggaran tahunan yang 

berisi program, kegiatan, target kinerja. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD  serta RBA 

BLUD Tahun Anggaran 2018 dengan  ketentuan sebagai 

berikut : 

a. RKA SKPD, RKA PPKD dan RBA BLUD disusun 

berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati 

Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor: 

09/VII/NK/2017 dan Nomor: 11/VII/NK/2017 tentang 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 serta Nomor: 

10/VII/NK/2017 dan Nomor: 12/VII/NK/2017 tentang 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 

tanggal 31 Juli 2017. 



 

b. Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD sebagaimana 

dimaksud pada angka (1) melalui aplikasi SIMDA yang 

terdiri dari : 

1. RKA SKPD (Ringkasan Anggaran Satuan Kerja); 

2. RKA SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan); 

3. RKA SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak 

Langsung); 

4. RKA SKPD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja 

Langsung menurut Program dan per Kegiatan); 

5. RKA SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja 

Langsung); 

6. RKA PPKD (Ringkasan Anggaran Satuan Kerja); 

7. RKA PPKD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan); 

8. RKA PPKD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak 

Langsung); 

9. RKA PPKD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan 

Daerah); 

10. RKA PPKD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah); 

c. Cara penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun 

Anggaran 2018 berlaku ketentuan sebagai berikut : 

1. RKA SKPD disusun menggunakan pendekatan 

kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 

penganggaran terpadu dan penganggaran 

berdasarkan prestasi kerja; 

2. RKA SKPD disusun berdasarkan pada Indikator 

Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Analisa 

Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan 

Standar Pelayanan Minimal; 

3. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, rencana 

belanja untuk masing-masing Program dan Kegiatan 

serta rencana pembiayaan untuk tahun yang 

direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

perkiraan maju untuk tahun berikutnya. 

4. Hal-hal sehubungan tata cara penyusunan RKA 

SKPD dan RKA PPKD tersebut berpedoman pada 

ketentuan Lampiran Surat Edaran ini yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan. 



 

d. RBA BLUD Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan 

Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana angka (1). 

e. Penyusunan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada 

angka (4) memuat : 

1. Kinerja tahun berjalan; 

2. Asumsi makro dan mikro; 

3. Target kinerja; 

4. Analisas dan perkiraan biaya satuan; 

5. Perkiraan harga; 

6. Anggaran pendapatan dan biaya; 

7. Besaran prosentase ambang batas; 

8. Prognosa laporan keuangan; 

9. Perkiraan maju (forward estimate); 

10. Rencana pengeluaran investasi/modal; 

11. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi 

dengan RKA SKPD/APBD. 

f. Dalam penerapan PPK-BLUD yang harus diperhatikan 

antara lain : 

1. Bagi SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang 

menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun RKA 

dalam APBD beserta RBA menggunakan format 

Rencana Bisnis dan Anggaran. 

2. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA dan 

RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses 

penyusunan APBD. 

3. Dalam penyusunan RKA SKPD BLUD yang sumber 

pendanaannya berasal dari Pendapatan dan Surplus 

BLUD dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) 

Kegiatan, 1 (satu) Output dan Jenis Belanja, 

sedangkan untuk melaksanakan konsolidasi dengan 

RKA SKPD pada belanja modal agar disusun sesuai 

dengan obyek belanja berdasarkan Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 

sehingga memudahkan pengukuran, pengakuan 

dan pencatatan aset sesuai ketentuan Pemendagri 

Nomor 17 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 64 

Tahun 2013. 



 

4. SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan 

PPK-BLUD dalam penyusunan, pengajuan, 

penetapan, Perubahan RBA dan DPA BLUD 

berpedoman pada PP Nomor 23 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 

Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 

2007. 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum 

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 

2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 

sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
Pasal 3  

Usulan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2018 serta 

Usulan RBA BLUD Tahun Anggaran 2018 disampaikan kepada 

Kepala BPKAD Kabupaten Pati c.q. Kepala Bidang Anggaran 

dan Perbendaharaan paling lambat tanggal 28 Agustus 2017 

dalam bentuk print out rangkap 2 (dua) dan bagi Unit Kerja 

Kelurahan soft copy SIMDA terdiri dari Renstra, Indikator, 

Anggaran, Anggaran Kas. 

 
Pasal 4 

(2) Usulan RKA SKPD, RKA PPKD, RBA BLUD dan soft copy 

SIMDA Unit Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Raperda APBD 

Tahun Anggaran 2018. 

(3) Usulan RKA SKPD, RKA PPKD, RBA BLUD dan soft copy 

SIMDA Unit Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan 

tepat anggaran. 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 2 Agustus 2017 

BUPATI PATI,  

Ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal  2 Agustus 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd. 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 50 

 

 


